PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/1 TAHUN 2020
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG :

= RANCANGAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

= RANCANGAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG KECAMATAN

= RANCANGAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK MAKANAN

HALAL DAN HIGIENIS

Menimbang

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

a.

KOTA SEMARANG

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan
tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas,
produktivitas, dan  akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak,
kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan;

bahwa Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Semarang telah selesai melakukan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan peraturan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 6 ayat (1), dan
Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan



Mengingat

Kota, maka perlu menerbitkan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang
Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah
Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2011
tentang Kecamatan, dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Produk Makanan Halal dan Higienis;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan
di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Rupublik
Indonesia Nomor 4588);



Menetapkan

KESATU

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang
Keikutsertaan Perancang  Peraturan Perundang-
undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729;)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6205).

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12
tahun 2011 tentang Pembentukan = Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1
Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Nomor 52);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kecamatan, dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Makanan Halal
dan Higienis Ditetapkan menjadi Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang



KEDUA : Naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU menjadi Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Semarang
Pada tanggal 19 Februari 2020

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

MUALIM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

CoONoh L=

—
whr=o

Gubernur Jawa Tengah;

Walikota Semarang;

Wakil Walikota Semarang;

Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
Anggota DPRD Kota Semarang;
Sekretaris Daerah Kota Semarang;
Sekretaris DPRD Kota Semarang;

Para Asisten Sekda Kota Semarang;
Inspektur Kota Semarang;

Para Kepala Badan Kota Semarang;
Para Kepala Dinas Kota Semarang;

Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
Para Camat Kota Semarang.




